SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan pengadaan barang dan
jasa yang Dberjalan efektif, efisien, tepat guna,
transparan, terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan perlu ditetapkan Pejabat
Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan
Umum Kota Magelang Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota
Magelang tentang Penetapan Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kota

Magelang Tahun Anggaran 2025;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6832);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6896);

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor S50
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 6267);

. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1333);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 375);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum;

Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian
Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-
076.01.2.657583 /2025 tanggal 2 Desember 2024
tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Petikan Tahun Anggaran 2025 Komisi Pemilihan Umum

Kota Magelang;



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT

PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN

ANGGARAN 2025.

Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada

Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun Anggaran

2025 sebagai berikut:

Nama . Eko Ari Wibowo, S.IP.,M.I.Pol
NIP :198402012009121004
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/ (III/d)

Tugas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Merencanakan jadwal pengadaan barang/jasa;

2. Melaksanakan proses pelelangan/penunjukan
rekanan;

Memberikan masukan/penetapan HPS;
Membuat jadwal waktu pelaksanaan pengadaan
barang/jasa;

5. Membuat kelengkapan administratif pengadaan
barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku untuk
proses pembayaran;

6. Mengumumkan/menayangkan Rencana  Umum
Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2025 pada
aplikasi SIRUP Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan melaporkannya
kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota
Magelang;

7. Meneliti kesesuaian spesifikasi barang/jasa dengan
barang/jasa yang diterima;

8. Menandatangani Berita Acara Penerimaan
Barang/Jasa;

9. Menyerahkan barang/jasa yang diterima kepada

pengurus barang.
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KETIGA : Masa kerja Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah
selama 12 (dua belas) bulan dan diberikan honorarium
sebesar Rp. 680.000,00 (Enam ratus delapan puluh ribu
rupiah) per bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 pada Komisi
Pemilihan Umum Kota Magelang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MAHAENDRA AWANG DHEWA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

ub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

si dan Hubungan Masyarakat




